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ABSTRAK 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

(PBB-KB)DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU 

Oleh: 

 WINALDA JULIANTI  

NIM : 01770623618 

Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah yakni Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang berlangsung pada Februari 2020 

sampai 16 Januari 2023  . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ketetapan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau berlaku sama atau tidak untuk Kabupaten 

atau Kota yang ada di Provinsi Riau, dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), serta untuk mengetahui kesesuaian waktu yang berikan di Badan 

Pendapatan  Daerah Provinsi Riau berlaku sama atau tidak untuk setiap 

Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan manfaat dari 

penelitian ini adalah Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis sehingga menjadi motivasi untuk kedepannya dan juga bisa menjadi 

masukan bagi pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD 

terutama masalah tentang analisis penerimaan PBB-KB, serta menjadi bahan 

informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan pengamatan secara langsung 

yakni, mengetahui bagaimana Penerimaan dan besaran tarif yang dikenakan 

dalam Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB- KB) yang dilakukan oleh 

pemerintah yaitu sudah cukup baik, namun masih  ada upaya - upaya yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu  mengenai masih adanya pajak yang 

terutang. Adapun upaya  - upaya yang harus dilakukan  yaitu melaksanakan 

atau menerapkan praturan dan sanksi - sanksi yang lebih kuat supaya tidak ada 

lagi pajak yang terutang yang bisa menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
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KATA PENGANTAR 

يْمِ� ح� حَْ�نِ� الر�  ب�سْــــــــــــــــــمِ� �ِ� الر�

AssalamualaikumWr.Wb 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia yang 

telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR 

KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DI BADAN PENDAPATAN 

DAERAH PROVINSI RIAU “. Tujuan penulis menyusun Tugas Akhir ini 

adalah untuk memenuhi syarat membuat TugasAkhir yang juga akan 

memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari yang namanya kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kepada pembaca 

untuk memberikan tambahan informasi, kritik dan sarannya yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan 

serta bantuan dari beberapa pihak kepada penulis, oleh karena itu dengan 

kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan 

penghargaan kepada : 

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kelancaran,memberikan 

kemudahan, pertolongan dan kesehatan. Dan Nabi Muhammad SAW 
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yang telah memberikan syafa’atnya. 

2.  Kepada kedua Orang Tua saya. Ayah saya Nazaruddin MZ dan Ibu saya 

Junaida YS.Yang selalu menyangi saya,mensuport saya dan segenap 

keluarga dekat maupun jauh yang telah memberikan doa, dorongan, 

moral, materil dan spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikanTugas 

Akhir ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas,M Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Kamaruddin, S.Sos, Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S,Hi, MA selaku Ketua Program Studi D III 

jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

6. Bapak Muslim, S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan D III Administrasi 

Perpajakan. 

7. Bapak Dr. Muhammad April,SH,M.Hum selaku Pembimbing Tugas 

akhir  saya yang telah membimbing saya dan memberikan waktu 

luangnya dan motivasi dalam menuntaskan Tugas Akhir ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi D3 Administrasi Perpajakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas waktu yang telah 

diluangkan kepada penulis, serta telah memberikan ilmu dan bersabar 

dalam menghadapi kami. 

9. Untuk semua teman-teman saya seangkatan jurusan D3 Administrasi 

Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas 
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motivasinya. 

10. Serta teman-teman seperjuangan lainnya dan kakak-kakak tingkat 

terimakasih atas saran dan waktu yang telah diberikan. 

Demikianlah segala kekurangan saya (penulis) mengucapkan mohon 

maaf dan kepada semuanya terimakasih. Semoga kebaikan semua pihak yang 

tercantum diatas mendapat ridho dari Allah SWT. 

Amin. 

 

Pekanbaru, Januari 2023  

Penulis, 

 

WINALDA JULIANTTI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan di Indonesia senantiasa tidak terlepas dari sumber penerimaan 

pajak yang dapat diandalakan untuk pembiayaan pembangunan nasional. 

Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannnya 

otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya 

otonomi daerah dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari 

berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-

undang tentang daerah menetapkan pajak dan retrebusi daerah menjadi salah 

satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

Pajak adalah iuran yang wajib diberikan kepada Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(konntraprestasi) yang langsung dapat dituntujkkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran-pengeluaran umum.  

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mencadangkan pajak sebagai sumber 

pemasukan dana alternatif untuk mendampingi posisi dominan dari minyak 

bumi. Pajak tersebut mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang 

digunakan untuk menopang penyelenggaran dan aktivitas pemerintahan. Salah 

satu pajak merupakan sumber penerimaan berasal 
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dari pajak pada pengusaha tambang minyak atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBB-KB). 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas bahan 

bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin 

(premium,pertmax plus, bio solar,dan bahan bakar kendaraan bemotor lainnya). 

Hingga saat ini, dengan pertimbangan bahwa Negera Indonesia belum memiliki 

kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengelolah 

hasil minyak, serta belum memilki modal dan sumber daya manusia yang 

memadai, maka perusahaan tambang minyak masih diusahakan dalam bentuk 

kerjasama dengan investor. Berdasakan Undang-undang No 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi kerjasama dalam bentuk kontar production 

sharing (kontrak bagi hasil). 

Minyak bumi merupaka salah satu kekayaan potensial bagi Negara Indonesia. 

Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi sejak zaman penjajahan. Berdasakkan 

ketentuan pasal 33 UUD 1945 tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya yang dikuasai oleh Negara, sehingga semua usaha 

eksplorasi dan eksploitasi, dibidang minyak bumi dipegang oleh pemerintah 

dengan Pertamina sebagai penanggung jawabnya. 

Analisis adalah mengkaji data-data secara terinci dengan menggabungkan 

atau mengumpulkan bukti-bukti ke dalam satu pokok permasalahan. 

Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Pertamina, dan system pengungutannya 

yaitu self assessment system dimana wajib pajak atau badan untuk 

menenetukan,menghitung,melaporkan sendiri besarnya wajib pajak yang 

terutang. Biaya pemungutan ditetapkan oleh Mendagri/Menkeu distor oleh 
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Pertamina kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, untuk kelancaran 

dalam pelaksanaan kewajiban atas PBB-KB,keseragaman administrasi agar 

diperoleh kesatuan pemahaman dan tindakan dalam pemungutan, penyetoran 

dan pelaporan PBB-KB. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 

pertamina dan produsen lainnya. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

yang disediakan adalah Bensin (Premium,Pertamax Plus) dan bio solar. 

Sementara itu,subjek pajak PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBB-KB), dan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi yang 

menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. 

Dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “ ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR 

KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DI BADAN PENDAPATAN 

DAERAH PROVINSI RIAU ”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikumukakan di atas maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah tarif PBB-KB yang ditetapkan pemerintah daerah 

berlakuku sama untuk setiap Kabupaten dan Kota di Riau ? 

b. Apakah waktu pembayaran PBB-KB berlaku sama di setiap 

Kabupaten dan Kota di Riau ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan 

a. Adapun untuk mengetahui apakah tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBB-KB)  yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah Provinsi Riau berlaku sama untuk setiap 

Kabupaten dan Kota yang ada di Provinnsi Riau 

b. Adapun untuk mengetahui waktu Pembayaran Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi Riau berlaku sama atau tidaknya untuk 

setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Riau. 

1.3.2 Manfaat penelitian  

Dari hasil penelitian ini semoga memperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

terutama masalah tentang analisis penerimaan PBB-KB, dan 

penelitian ini semoga bermanfaat dan berguna sebagai bahan 

informasi dan perbandingan peneliti lainnya. 

b. Sebagai pertimbangkan dalam meningkatkatkan kinerja para 

pegawai di Kantor Badan Pedapatan Daerah Provinsi Riau. 

c. Sebagai wadah penulis untuk mengembangkan kemampuan dan 

pengetahuan dalam penerimaan PBB-KB dalam rangka 

meningkatkan sumber pendapatan daerah. 
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d. Sebagai referensi seluruh pihak yang ingin mengenal atau ingin 

mengetahui tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBB-KB). 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berlokasi di Jl. Jend. 

Sudirman No 6, Sidomulyo Tim.,Kec.Marpoyan Damai, Kota 

Pekanbaru. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai dari Februari 2020 samapai dengan Januari 

2023 

1.4.3 Jenis Data 

Untuk meperoleh data yang akurat dan lengkap maka penulis 

mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut : 

1. Data primer  

Yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau 

lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

melalui wawancara langsung kepada pegawai yang bekerja di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tersebut guna untuk 

membantu pengambilam data yang diperlukan.  

2. Data sekunder  
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Data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui 

perantara seperti dokumen, dari literatur-literatur, pendapat para 

ahli, laporan dan informasi yang berhubungan dengan penelitian 

serta sember-sumber lainnya yang dapat berjalannya penelitian 

tersebut. 

1.4.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakn teknik atau metode. 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Yaitu, mengenai Analisis 

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

2. Metode wawancara  

Wawancara yang penulis lakukan dengan mengadakan pembicaraan 

secara langsung dengan Tanya jawab kepada pegawai-pegawai yang 

ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  dan yang pastinya 

berhubungan langsung dengan inti permasalahan dalam penelitian ini. 

Yaitu, menegenai Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kenadaraan 

Bermotor (PBB-KB) terhadap sumber pendapatan daerah di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
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1.4.5 Analisis Data 

Setelah semua  data yang ada sudah terususun secara sistematis, maka 

langkah berikutnya adalah mengadakan analisis data. Dalam hal ini 

penulis melakukan pendekatan analisis kualitatif. Yaitu, sebuah data atau 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara 

mendeskripsikan dan memaparkan data yang diperoleh secara detail dan 

lengkap dan dinyatakan dalam bentuk yang bukan angka. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, secara umum penulis mebagi sistematika 

penulisan ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi beberapa bab. 

Dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisika latar belakang masalah, rumusana 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, 

serta metode penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI  RIAU. 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat 

beridirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Visi dan 

Misi, struktur organisai unit kerja serta uraian unit Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
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Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pajak, 

pengertian  analisis, kerangka teori, dan defenisi-defenisi yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. 

  BAB IV : PENUTUP 

Didalam bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil dari 

penelitian yang telah ditemukan, dan memberikan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU 

2.1.Sejarah Singkat Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat 

Gubernur Riau Nomor :KPTS 29/1/1974 tanggal 13 januari 1974 tentang 

pembentukan dinas pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Kemudian 

dengan sejalannya perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan 

penyelenggaran pemungutan pajak daerah secara berdaya guna serta dalam 

rangaka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) undang-umdang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka ditetapkanlah 

Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 1979 

yang disah kan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 

: PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan perpedoman kepada 

surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 tanggal 

31 Maret 1978 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Riau dan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 tanggal 31 Maret 1978 

dan pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan Gubernur Tingkat I Riau 

Nomor : KPTS.286/XI/1980 tanggal 27 November 1980. 
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aparat pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam pasal 49 ayat (1) tenetang pokok-pokok pemerintaha di daerah. 

2.2.Visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

 

Visi : 

 Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama 

dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan provinsi riau secara 

professional. 

Misi  

1. Meningkatakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli 

daerah secara optimal. 

2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara 

professional. 

3.  Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

 



 
 

11 
 

2.3.Struktur Organisasi 

 

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah  

Provinsi Riau 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

sekertariat 

Subbagian 
Perencanaan 

program 

Subbagian 
kepegawaian dan 

umum 

Subbagian 
Keuangan Dan 
Perlengkapan 

Bidangan 
Pembukuan dan 

Pengawasan 

Bidang 
Pengelolaan data 

dan 
Pengembangan 

Bidang Retribusi 
Pendapatan Asli 

Daerah lainnya dan 
Bagi Hasil Lainnya 

Bidang Pajak 
Daerah 

Seksi Verifikasi 
dan Keberatan 

Pajak 

Seksi 
Penerimaan 

Pajak Daerah  
Lainnya 

Seksi Pajak 
Kendaraan 

Bermotor Dan 
Bea Balik Nama 

Seksi Penerimaan 
Bagi Hasil Bukan 

Pajak 

Seksi Penerimaan 
Dana Bagi Hasil 

pajak 

Seksi Penerimaan 
Retribusi dan 

Pendapatan Asli 
Derah Lainnya 

Seksi 
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Sumber : kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

2.4.Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 45 Tahun 2009 tentang uraian Badan  

Pendapatan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu, melaksanakan 

urusan pemerintah daerah berdasarkan azaz otonomi daerah dan tugas pembentukan 

bidang pendapatan, serta dapat di tugaskan dan melaksakannya, menyelenggarakan 

wewenang yang di limpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wali 

Pemerintah dalam rangka demokrasi. 

Agar dapat melaksanakan tugas pokok diatas Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan 

Daerah. 

2. Mengkoordinasi, memadupadankan, menyelaraskan dan menyerasaikan, 

kebijakan dan kegiatan dibidang Pendapatan Daerah. 

3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di 

bidang Pendapatan Daerah. 

4. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah. 

5. Mengatur Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfokus kepada 

Kabupaten Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan 

pembangunan guna meningkatakan kesejahteraan masyarakat. 

6. Menetapkan target Pendapatan Daerah dan melaksanakan upayah 

pencapaian target yang ditetapkan. 

7. Intensifikasi dan Eksensifikasi Pendapatan Daerah. 
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8. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang Penapatan 

Daerah. 

9. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang Pendapatan 

Daerah. 

10. Melaksakankan tugas-tugas lain yang di  berikan oleh Gubernur Riau. 

2.5. Susunan Organisasi Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah, yang didukung oleh stuktur organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekertaris  

a. Sub Bagian Perencanaan Program. 

b. Sub Bagian Keuangan,Perlengkapan,Dan Pengolaan Barang Milik 

Daerah. 

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

3. Bidang Pajak Daerah 

a. Bidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 

b. Bidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya. 

c. Bidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 

4. Bidang Reribusi,Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PAD) dan Dana 

Bagi Hasil Lainnya (DBHL) 

a. Bidang Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. 

b. Bidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak. 
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c. Bidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

5. Bidang Pengoleaan Data dan Pengembangan Data 

a. Bidang Pengembangan Sistem Informasi. 

b. Bidang Pengembangan Pendapatan. 

c. Bidang Pengolaan Data Pendapatan. 

6. Bidang Pembukuan,Pengawasan,dan Pembinaan  

a. Biang Pembukuan dan Pelaporan. 

b. Bidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah. 

c. Bidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan. 

7. Unit Pelaksanaan Teknis 

a. Seksi Tata Usaha 

b. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah 

c. Seksi Penagihan Pengawasan 

2.6.Pendapatan Asli Daerah 

Tugas Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang sekaligus 

menunjukkan kinerja Badan Pendapatan Daerah  dalam Perkembangan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif. Didalam  penerimaan dari tahun 

ketahun yang semakin meningkat merupakan salah satu sumber utama 

keuangan daerah untuk membiayai administrasi umum dan biaya operasi 

pemeliharaan, disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan 

pajak,bantuan pengkajian daerah.Keuangan daerah merupakan salah satu faktor 
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terpenting dalam menganalisa potensi dan kebutuhan daerah. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan tentang Analisis 

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB-KB) di Dinas 

Pendapatan Provinsi Riau penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa penerimaan PBB-KB dari tahun ke tahun (2020-2022) 

mengalami peningkatan setiap tahunnya dari target yang ditetntukan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan peningkatan yang  

terjadi cukup tajam dikarenakan ketaatan dan kesadaran dalam 

membayarkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).  

2. Berdasarkan Rumusan Masalah Tentang tarif yang dikenakan untuk 

setiap kabupaten dan kota sama tau tidaknnya dan pembayaran 

dilekukan sama atau tidak disetiap kabupaten dan kota yang ada di 

provinsi Riau . berdasarkan yang telah di beritahukan oleh pihank 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau kepada Penulis tentang 

masalah tarif yang berlaku disetiap kabupaten atau kota di provinsi 

Riau Berlaku sama untuk kabupaten dan kota dikarenakan tarif 

tersebut sudah ditetapakan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. Dan ada pula untuk maslah waktu pembayaran PBB-KB 

untuk disetiap kabupaten 
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3. dan kota juga berkalu sama kereana sudah diatur dengan suatu 

ketentuan yang benar. 

4.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian , maka hal-hal yang dapat disampaikan oleh 

penulis untuk pihak-pihak yang terkait dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

yaitu : 

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau harus meningkatkan lagi 

kesadaran dari wajib pajak yang masih belum melakukan pelaporan baik 

itu melalui media sosial atau pun melakukan kunjungan sosialisasi 

langsung. 

2. Harus mempertahankan penerimaan atau lebih meningkatkan lagi 

penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) guna 

untuk upayah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tercapai 

kesejahteraan bersama. 

3. Lebih meningkatkan lagi dalam sistem pembayaran Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBB-KB) seperti menggunakan sistem online agar 

memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. 

4. Upayah mengatasi adanya pajak yang kurang bayar, dalam hal tersebut 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau harus memberikan denda atau 

sanksi yang tegas. 
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